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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

" Menlmbang

B

f
. PERATUEAH DAERAH KABUPATEH DAERAH TINGEAT II pac;TAN -
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BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

a.

. pekerjaan umum, Pemerintah Daerah telah menambah

" pada huruf b EKonolderan Menimbang. ini, maka
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! NOMOR 6 TAHUM 1996
§ "ff - T?NTANG |

PENGGUNAAN PERALATAN DAN LADOEATORIUM PEKERJAA UHUH.
YANG DIKUASAI OLEH PEMERIMNTAH EABUPATEN

i

i DAERAH TINGKAT 11 PACITAN _ :

i I

DENGAN EAHHAT TUHAN YANG HAHA ESA

o n ...'_.__ ".M-tv. AW L -y

+ .
’...

baﬁwa daiam rangka menlhgkatkah pelayaﬁan dlbidang'

fasllitas peralatan dan laboratorium yang dapat

.-dlgunakan oleh plhak ketlga ;

R e w 5_;:i
bahwa _agar penggunaan peralatan dan 1aboratorium'f'

dimakeud . pada huruf a Konnlderan Menlmbang Ini

dapat terkcndall dan tertlb, maka dlpandang perlu :
‘mengatur  dan menetapkan ketentuan penggunaannya

.dalam suatu- Peraturan Daerah
',i

bahwa déngan ) diaturnya'_ ketentuan - penggunéan
peralatan dan laboratorium - oebagaimana dimaksud

. Peraturan Daerah EKabupaten Daerah Tingkat .II -
- Pacitan Nomor 21 Tahun 1976 don Nomor 27 Tahun

1933, yang kedua-duanya mengatur tentang pemakaian
_barang-barang dan ° penggunaan mesln gllas Ja;an
‘yang dlukuasal oleh Pemerintah EKabupaten Daerah

Tingkat II Pacitan. dlpandang perlu untuk dicabut
H

Undang-undang \ Nomor; 12 Tahun 1950 tentang--

Pembentukan  Daerah-~daerah - Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinal Jawa Timur H S

.Undang—undang Nomor 12 'Drt. Tahun 195? tentang

Peraturan Umum Retribusi Daerah

-Undang-undnng Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok—'

pokok Pemcrintahan di Daerah

‘Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang-

Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengnwasan

,Keuangnn Daerah o,

- i .
i ’ ' T C * ‘ v
! .



' Pepaturan._Pemerlntah”ﬂomor 14 Tahun 1687 tentang
Penyerahan - Sebagian Urusan Pemerintah dibidang

. Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Daerah'

Tingkat 11 ;

t

Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 1988 tentang

' Koqrdlnaal Eeglatan Inatanai Vertikal di Daerdh‘

Péfhturan Pemerintah Momor 45 tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Otonoml Daerah dengan Titik Barat .

: Pada Daerah Tingkat II ;

Peraturan Henteri Dalan Negerl Nomor 4 tahun 1979
tentang Pengelclaan Barang Millk Pemerintah
Daerah ; o Co SR P

Peraturan - Menteri " PekerJjaan Unum Ramor
B85/KPTS/1988 JjJo. Nomor B51/XKPTS/1089 tentang
Pedonan Penggunaan Peralatan di Lingkungan

' Dapart.enan PekerJaan mun

Keputuaan Henteri Dalam Negerl Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Pbraturan Daerah dan Peraturan

t Daerah Perubahan :

11,

Keputuaan Kepala Daerah Lewat Tbnggang Waktu ;

T

Keputuaan Henteri Dalan Negerl Nomor 85 Tahun 1993
tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau

L]

Peraturan ' Daerah Kabupaten Daerah Tingkat j11'
Pacitan © Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyldik
Pegawal MNegeri Sipiil di Lingkungan - Pemerintah

: Kabupaten Daerah_Tingkat I1 Pacitan.

.!
i

Dengan peraetuduan Dewan Perwnkilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Pacitan , . _ _ _

'_,Henetapkén_

H E H uT U S U K A N

~+. [T A

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 PACITAN _
- TENTANG  PENGGUNAAN PERALATAN- DAN  LABORATORIUM

E . PEKERJAAN UMUM YANG - DIKUASAI  OLEII PEMERINTAM

EABUPATEN DAERAM TINGEAT II PACITAN.

i . BAB'1
i XETENTUAN UMUM
v o Paaal "1 o :

':. Dalan Peraturan Daerah Inl vang dlmakaud dengan :

5

Daerah. adalah Kabupaten o Daerah Tingkat 11
Paoitan ; - ; o

‘
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Pemerintah Daersh, adalah ‘Pemerintah xahupaten'"”,

fDaerah Tingkat 11 Pacltan e

 Bupat1 Kepala Daerah, adalah Bupatl Kepala Daerah'":;
r-Tingkat II Pacltan s L

4

‘Dewan Perakllan Rakyat paerah, adalah Dewan .
.. Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat _
:11 Pacltan ; R ;-- B

'Dlnaa PekerJaan Unum Daerah " yang aelanduthya T
disebut ' DPU, adalah Dlnaa Pekerjaan Umum Daerahi;,;_g,

Kahupaten Daerah Tingkat II Pacltan ;

$

.Peralatan, adalah peralatan herat untuk keperluan B

. pembangunan pekerjaan umum  yang dikuasal oleh y
'_Pemerlntah Daerah ] .

: Lahoratorium, adalah tempat khusus hea&rta B

peralatannya untuk melakukan penllltlan tekn1k\_?h

'pekerdaan umum ;

;

Operator, ~;ada1ah' retugaa yang . mengoperaalkan.' \'

_ peralatan ‘sesual dengan bldang keahliannya H

Petugas, adalah pegawal dillngkungan Pemerlntah

- Daerah - yang dltugaskan oleh Bupati Kepala Daerah . . -
© _atau Pejabat yang dltunjuk untuk menalakaanakan . .
" pengendallan, - pengawasan, = penertlban serta
. bertanggung Jawab atas pendayagunaan peralatan

dan atau laboratorium dan melaporkan kepada Bupatl

' Kepala Daerah atau Pejabat yang dltunjuk ataﬂ x
~fpemaka1an peralatan dan laboratorinm ; "

' Pengawaﬂ peralatan dan atau lahoratorium, adalah

petugas yang mengawaal dan menyampalkan laporan

"kepada- Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang 5'
.'dltunjuk - . atas  pemakalan  peralatan :dan .
- laboratarium ; o o : L

‘Pemakal, adalah setlap orang atau badan hukum yang -
menggunakan Jasa peralatan dan atau laboratorium ;

¥

‘Surat Izin,  adalah surat yang - dlksluarkan oleh -
- Bupati Kepala Daerah .atau Pejabat yang dltunJuk"'*
- kepada pemakal untuk menggunakan peralatan dan
'_atau lahoratorium H

Baﬂil teat:lahoratbriu;;'adalah:ﬁaall pemerlkéaahl:_;.l-
di laboratorium. yang- dlsahkan oleh Pejabat - .-
‘vang dltunduk - BRI .

i

Pejabat yang dltunjuk, adalah Pelabat yang
© dltunjuk © oleh Bupatli Kepala Daerah untuk
. melakaanakan tugas . sesual dengan £unga1 . dan -

'zitugaa pokok Inatanalnya.

) .*
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- BAB 11
KETENTUAN PENGCGUNAAN
: Pasal 4

o b ; . o -
(1) Pemerintah - Daerah menyedlakan Jasa peralatan
dan laboratorium -yang dapat dipergunakan oleh
setlap orang atau badan hukum yang membutuhkan
untuk keperluan pembangunan, sepanjang tldak
dipergunakan untuk kepentlngan Dlnas H

T

“-.'(2)_Untuk '_dapat' menggunakan Jasa peralatan dan
- laboratorium dimaksud pada ayat (1) pasal 1ini,
terleblh dahulu harus mengajukan prermohonan
secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau

Pejabat  yang dlitunjuk dengan menglisl fbrmullri.

yang telah disedlakan H

{3) Bentuk dan ketentuan Surat Izln leblh lanjut akan
dltetapkan oleh Bupati Eepala Daerah.

" Pasal 3

R —

(1) Pengghnaan - peralatan atau laboratorium
: dllaksanakan pada Jam dlnas ; :

- (2) Apablla penggunaan peralatan atau laboratoriun
meleblhl Jam dinas yang dltentukan, kepada
pemakal - dlbebani blaya tambahan sesual dengan
ketentuan yang berlaku ;

{3) Penggunaan peralatan makslmal 7 (tujuh) Jam
per hari ; : '

(4) anggunaan peralatan ' pelama 1 {satu) bulan
. dlhltung 25 (dua puluh lima) harl. :

SR

" pasal 4

Transportaal_ penggunaan peralatan dan operator atau

petugas ke . lokasi proyek atau penelitlian untuk

‘pengambilan. bahan ' (sample) ke = lckasl proyek
menjadl tanggungjawadb pemakal. -

. BAB IIT
[  KEWAJIBAN PEMAKAT
it~ ' Pasal 5

i .
Setlap pemakal diwadlbkan untuk :
i o
- a. meﬁdaga - dengan sebalk . - balknya keamanan
-~ peralatan yang dipakal ; P

b. meéellhafa dan menyediakan bahan bakar serta

minyak pelumas dan keperluan lainnya sesual
dengan kebutuhan perlatan dimaksud :

‘
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o dlhltung Beaﬁai masa herlakunya Burat lzln.
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C. nenanggung blaya perbalkan ataa aenua keruaakan
.~ peralatan pada eaat dipergunakan oleh pgnakal,
K dengnn ketentuan z e 1 E
, Ty L ¥ o & -
1) keruaakan % peralatan yang menelan . biaya
perbaikan 'makalnal . Bebesar Rp. E 300.000,00
- (tiga! ratiis- rlbu rupiah), nanadl tanggung
“Jawab pihak pemakal ;' 3 v
P . .(‘ f

. 2) apablla blaya perbaikan dimaksud pada angka 1)

huruft ¢ pasal inl lebih darl  Rp.% 30d 000,00

: - {tlga? ratiia rlbu rupiah), untuk; Beleblhnya o

-nendadl tanggung Jawab bersama ahtara pihak
pemakal dan Pemerintah Daerah, naaing—naalng,
 BBbBB%r 5o+ % {lima puluh peraeratua) s ¥

nedberlkéh .-.penJelaaan ataa peraiatan yang
digunakai dan bahan-bahan yang sedang dladakan
penelitlan - japablla - Bewaktu—waktux pengawaa
peralatan atau pengawaa Iaboratoriun nengndakan

s T

- pengawa, 'aecara langsung terhadap ; penggunaan

peralatan atau bahan-bahan yang sedang q;adakan
penelitlan Berta mentaati petunjuk darl pengawaa

peralatan atau pengawaa laboratorium. £ :
i - : . a PﬂB&l 6 : A

Apablla Bewaktu*waktu Penerlntah Dnernh# nemerlukan
peralatan ,yang dlgunakan oleh penakal i yang
bersangkutan harus menyerahkan dan retribuai yang
telah ; dlbayar dlperhitungkan kanbali Beauai édengan

Jangka waktu yang dipergunakan 3 i
3 i K s . ;1 A
] iBam 1 g
P _.i KETENTUAN RETRIBUSI i3
1 . e ) 3
D S __‘LL Pasal ? i
_ B i:__yﬁ _ _
(1) Atas penggunaan peralatan dan atau Laboratoriun,
: dlkenakén retribuai 2 - ﬁ“ #
. i ‘ i 3
{2) Penbayaran: retribuai ataa penggunaan peralatan
dan atau Laboratorium, dibayar dimuka melalul
'Bendaharawanf Xhusus Penerlna_ dan dinaadkkan ke
. 'Kas Penerlntah Daerah Besual peraturan perundang-
o undangnﬁ yang berlaku R i %
: . . ‘r’ ;‘ f-’
- {3) Beaarnya retribuai ataa penggunaan peralaqgn dan
' atau Laboratoriun dimaksud pada ayat’ (1) pasal
ini, B%bagalnana ‘tercantum dalam lanpiran.
dan merupakan bagian yang tidak terplbahkdh darl -
Peratur?n Daerah ini.. _ % g '
IS- ) :
Peﬁbaya;an- retribuai untuk penggunaah ralatan

. N [ ’
. & 3 ¥
: i 1 L
; g i
) ¥ 5§ - .
£ F i X -
;' 4 : S
. it
' 5 i '
z ) g -
: i & : '




(@) q
* . menolnk . sebaglan atau aeluruhnya " permohonan . :

@

¢
EoL -
i
?gh-ﬁ I Paaal B $
5 ; . i . .

Pendapatan retrlbual dlmakaud ‘dalam paaal 7
Peraturan Daerah ini ditambah 25 ¥ (dua puluh
lima perseratus) untuk biaya pemaliharaan ; .

P o e : Lo 2
Diaya pemeliharaan dimaksud pada ayat (1) pasal.
inl dapat dlgunakan langaung oleh Dlnas yang

-beraangkutan.
§\;ﬁ;' N 'ifi  , Paaal 0 - ' .o
Kerlnganan pembayaran  - retribuai ' terhédab'. 

(1)

'-ditunauk

penggunaan ~ peralatan dan atau laboratorium

- * dapat diajukan. .secara tertulla_ kepada Bupatl-

Kepala Daerah ;
Bupatl Kepala Daerah dapat mengabulkan atau

kerlnganan ‘dimaksud - pada ayat. (1) pasal inl,
setelah - mepdapat pertlmbangan darl pedabat yang'

l
5

. BAB V .
KETENTUAN PIDANA.

? _ é i . f# J.W Paaal 10
Tlndak pidana terhadap ketentuan aebagalmana ;ﬁ'
dlmaksud dalam pasal 3 dan pasal § Peraturan
- Daerah inl  dlancam dengan pidana kurungan
"' _ selama-lamanya 3  (tlga) = bulan atau denda

- ﬁebanyak—banyaknya. sebesar Bp. 50.000,00 (lima g
" puluh rlbu rupiah)g dan ' i{zln yang telah

2y 1

dlkeluarkan dlcdbut o ;
S z
Tlndak pldana dimakaud pada ayat (1) pasal 1n1
beralfat pelanggaran.
i 'BAB VI
N KETENTUAN PENYIDIKAN
g . . Pasal 11

Selaln oleh Penyldik Uhum. penyldlkan atas tindak
pidana sebagalmana dimaksud dalam pasal 10
Peraturan Daerah ini dilakukan  oleh Penyldik

- Pegawal Negerl . Slpll di llngkungan Pemerlntah

Daerah yang pengangkatannya dltetapkan sesual
dengan  peraturan  perundang-undangan yang

" berlaku ;.

(2)

Dalam  melaksanakan = penyidlkan, Penyldik
_aebagalmana dimakaud pada ayat (1) pasal  ini
mempunyal wewenang : ST o i-

§_

i :

: _

P N

v .




oo g

_ dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagl. y o

=7 =

K tentang adanya tindak pidana :

b. melakukan tlndakan pertana pada saat itu‘_
! ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;-

e. menyﬁruh'. berhenti ‘eeorang . ﬁeraangka dan
memerlkaa tanda pengenal dlrl teraangka s

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;?‘

[

e. mengambli aidik Jari dan memotret seaeorang.?

_'ii memanggli orang untuk dldengar untuk diperikaa._
aebagai teraangka atau aakal : oo

fg. mendatangkan orang ah11 yang dlperlukan dalam_i-
hubungannya dengan pemerlkaaan teraangka -

h. mengadakan. penghentlan penyidikan gsetelah
mandapat petunjuk daril Penyldik, bahwa tidak
terdapat cukup ' bukti  atau  peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalul ' Penyidik’ memberitahukan
hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka -
dan keluarganya ;,_,, o

i. mengadakan tlndakan lain menurut “hukum yang'
; dapat dlpertanggungaawabkan ;   : '

'TN(S)-PeJabat Penyidik Pegawal Hegerl Slpii membuatff”

Berita Acara aetlap tlndakan tentang :
/ _

a: pemeriksaan teraangka H
b. pemasukan rumah ;

[ c. penyitaan benda ; -

- d. pemerlksaan surat
e. pemeriksaan Saksi . L e
f. pemeriksaan . di tempat = kejadlan dan

i mongirimkan kepada Kejaksanaan Negerl dengan
tembusan kepada Kepoliaian Negara Republlk

Indonesia. :

i
o

[ . ’

;
i
: "BAB vu

x:mzitwm PERALINAN DAN émmp
' Paaai 12

L 4

Dengan -Befiaiunya Peraturan Daerah ini, maka

.. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan -
. Nomor 21 Tahun 1978 tentang Pemakalan Barang-barang.
- yang dikuasal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah :

" 'Tingkat II ' Pacitan dan Peraturan Daerah Nomor . 27
 Tahun 1983 tentang Penggunaan Meain Gilas Jalan yang

" - dikuaaal oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat ' II

Pacitan beaerta soluruh Peraturan Daerah perubahannya

T s g AT e e

a. uenerima laporan atau Pengaduan dar1 aeaeorang__'



~ dlundangkan.

 DEWAN_PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  BUPATI.KE
ERAH TINGEAT II PACITAN ,ZeA*DASAC ITAN

!
i - 8. =
; * Pasal 13

flal-hal yang belum cukup dlatur dalam Peraturan
Daerah 1Ini, sepanjang mengenai pelakoanaannya, akan -
dlatur lebih lanjut qleh'Bupati Kepala Daerdh.
' - Pasal 14

Perﬁturaﬂ Daerah Inl_ mulal berlaku pada tanggal

i

| Agaf ;Betlab" néahg“f,méngetahulnya, nemerlntahkan

pengupdangan Peraturan Daerah Inl -dengan
menempatkannya dalam Lexbaran Daerah Kabupapen .

Daerah Tingkat II Pacltan.

. ;.- - u'*_Dlteﬁapkah dl : Pacltan
v L - " Tanggal : 14-2- 9 .

PALA DAERAH TINGEAT 11
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'LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH RABUPATEN

[

i . " " NOMOR ' : 6 TAHUN 1996
L . TANGGAL : 14 - 2 - 1996

e R

- DAFTAR BESARNYA RETRIBUSI MASING-HASING PERALATAN

a
X

' NAMA ¢ JENIS TAHUN - ¥ SEWA PER HARI [KETERANGANj
“PERALATAN { -~ |} PEMBUATAN “§ '~ ( Re.) .

-

Meain Gilna H}B I, :
2,6 Ton P
S
Mesln Gilna H}B I,' .
2,5 Ton g )

Mesln Gllaa mB I .
2 5 Ton - i o

. 20.000,00 |
£ 20.000,00 |

| \osln Gilas MG 6, [ | 50.000,00 §
8-0Tm ‘ SR
| Mesln Gilas MV 6, N B . 45.000,00 }
6—8'1‘011 o § S '

" 45.000,00 |

R SCIT S

Sda.

' DAERAH ° TINGRAT II PACITAN -

Sda.

| 45.000,00 |
- 40.000,00 |

| _".;_4’0'00000
| Tendem Roller g-' ‘ . 175.000,00 |
| Motor Grader m 3 H |

! Tire Roller Sakal TS :
_7409 ;

100.000,00
| 100.000,00 |

| Whell Loader Ix 300. ~ 100.000,00 §

1, 2 M3
i '_namatau DT. 2,5 M3

H
‘.

30.000,00 §

.Backhoe Londer 0 75

L .+ 100.000,00 |

"

RAKYAT DAERAH
KAT II PACITAN




LAHPIRAN II :

Are e Mt . el e e AW L s st ies

NOMOR
TANGGAL

PERATIIRAN DAERAH EKABUPATER
DAERAH TINGEAT II PACITAN
6 TAHUN 1996
14 - 2 - 1996

DAPTAR BESARNYA RETRIBUSI MASING-HASING PERALATAN LABORATORIUM

RETRIBUSI PENGGUNAAN LADORATORIUM }
| PEKERJAAN e
| SEMA PER ARI § BIAYA PEMELIRAR
( BP ) (K) .
3 4 5
| Analisa saringaa : § . 1 Coatoh 10.000,00 25 X kolcen 4
 Berat Jenia scrap aggregat f | 1 Comtoh 8.000,00 sda
} Pemerlksaan berat Isl i 1 Contoh 8.000,00 sda
| Knlar lmpur dan Iompeog i 1 Contoh - £.000,00 nda
| Organik aggregat halos 1 Contoh 5.000,00 sda
i Kadar air aggregat t 1 Contoh 5.000,00 sda
| Kelekatan terbadap asybal 8 1 Contoh 6.500,00 sda
# Extraction test asphal ter [ 1 Coatoh 10.000,00 sda
f masuk pengnabllan samplea . .
: Er lapis penetmi borda/ f 1 Titik - 3.500,00 sda
I0# Asphal co-puction teat 1 Titik - 10.000,00 sda
i Care drilling test haton 1 Titik - 7.500,00 sda
¥ marshall teat : ¥ .1 Contoh 55.000,00 sda
| Kepadatan lapongaa (DCP) 1 1 Titik 5.000,00 sda
untuk IPB/LPA bndan/bubu B :
| Jalan ’ - | .
Laboratory SHR teat e i 1 Contoh 7.500,00 ada
i Sand cone test ' - ITitik |} 7.500,00 sda
| PYNELITIAN TAKAH (GFD TEENIK)§ .
] Pemeriksana kadar air ) i 1 Contoh | 3.200,00 sda
¢ Plcknometer/berat Jenls | 1 Contoh | 4.500,00 ada
| Test atterberg i } 1 Contoh 7.500,00 ada
{ Aaalisa Saringan | j 1 Contoh 10.000,00 sda
| Hrdrometer toot ! 1 Contoh § .24.500,00 sda
i Koxsolldatioa teat 1 1 Contoh 30.000,00 ada
1 Derset shear test: { 1 Cmtoh 27.000,00 ada
Permeabelity ‘1 t 1 Contoh 12.500,00 sda
| Iaboratory CBS test f 1 Contoh - 7.500,00 sda
| Pemerlksaan berat Isl ] . 1 Contoh © 3.500,00 ada
I Coxpak toon standart test 1 1 Contoh 30.000,00 sda
Conpaktion midified teat | 1 Centoh - 30.000,00 sda
Speedy loistur contalt’a I Contoh 5.000,00 sda
{ Hond bor kapasitaa max 3a° § 1 Hari - 14.000,00 sda
i Penganbilan coatoh tanah = f]- 1 aoter - 6.500,00 " sda
Zonder ringan - | . 0 1Titik 72.000,00 sda
: Y 1 Contoh 5.000,00 sda

T Sl T SRy ey W
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¢  PBNJELASAN

: | ATAS -

PERATUEAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
| ©~ NOMOR 6 TAHUN 1996

o TENTANG |
PENGGUNAAN PERALATAN DAN LADORATORIUM PEKERJAAN UMUM

YANG ‘DI KUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN

it e

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka nbnlngkatkan'“belayanan kepada naeyarakat

- dibldang pekerjaan umum, Pemerlntah Daerah telah melengkapl

earana dan prasarana berupa peralatan berat dan laboratorium
untuk penelitlan teknlk. Pada dasarnya penggunaan peralatan
berat dan  laboratorium dimaksud hanya dlperuntukan "bagi
kepentlngan Dlnas. Namun tldak menutup kemungkinan bagi warga
masuyarakat utamnya para pengusaha pemborongan untuk menggunakan
peralatan dan atau laboratorium dimaksud

Sejalan dengan adanya kemungkinan bagi warga masyarakat

untuk dapat menggunakan peralatan dan labortorlum dimaksud, maka

II.

dalam rangka' memberikan landasan hukum, Pemerlntah Daerah
mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan-ketentuan
mengenal penggunaannya. '

Disamping pengaturan tentang penggunaan peralatan dan
laboratorium dimaksud, di dalam Peraturan Daerah Ini dlatur pula .
mengenal pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah, yaitu Peraturan
Daerah Nomor : 21 Tahun 1576 mengatur tentang Pemakaian
Barang-barang dan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1983 mengatur
tentang Penggunaan Mesln Gilas Jalan. Pencabutanini dilakukan,
mengingat bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 19768 obyeknya
Baat ini sudah tldak ada, seperti jJasa penggllingan padl dan
Jasa angkutan dengan menggunakan truck. Sedang untuk Peraturan
Daerah Nomor 27 Tahun 1933 muatan materinya telah dlatur kembali
sBebagalmana tertuang dalam Peraturan Daerah ini
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PENJELASAN PASAL DIMI PASAL

Pasal 1 huruf as/d e Cukup Jelaa.

huruf £ Peralatan berat yang dikuasal oleh
¢ " Pemerlntah Deerah Jenisnya

i . sebagalmana tersebut dalam Lmpiran

3 - - I Peraturan Daerah ini.
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huruk g e/dn Cukup Jalas.

Pasal 2 ayat (1) Penggunaan peralatan dan atau
} - laboratorium pada dasaarnya hanya
! . - dlperuntukan bagi kepentlngan
; ..~ Dlnas.

ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas.



. Pasal 6

Pasal 3 ayat (1)
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-'ayat ia)
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- Pasal 5 hﬁruf ; dan b.

huruf c angka 1)

‘huruf ¢ angka 2)

huruf d?
Pasal 7 ayat (1) dan (2)

Pasal B ayat (i)
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Pengertlan Jan Dlnas, adalah Jam
Dinaa sesual ' dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan :yang
berlaku. : '

Ketentuan besarnya uang makan, dan

_uvang lembur bordasarkan peraturan’
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yang mengatur tentang penberian
uvang makan dan uang -lewmbur, :yang
masing-masing peraonil besarnya -
disesuaikan dengan tingkat golongan
pegawal yang bersangkutan. :

Ketentuan 1nil leblh lanjut  akan

dlatur dan dltetapkan oleh Bupati
Kepala Daerah. '

Ccukﬁp Jelas.,
_Cukup Jelas.
cuso sotas.
Cukup Jelas.

Peml rasa keadilan dan mengingat
besarnya blaya perbalkan, ' maka
kulcbihan bilaya darl standar iyang
‘telah  dltetapkan, = ditanggung
bersama antara plhok ketiga dan
‘Pemerlntah Daerah,masing-masing
sebesar 50 X (lima puluh
perseratus). :
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Cukup Jelag; - ?'fg"
Cukup_dalaﬁ.
Cuiuﬁ Jolas..
Blaya peméeliharaan inl hﬁnya_

kXhusus " bagl - penggunaan
laboratorium, menglingat blaya

" pemaliharaan yang disediokan : APBD
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hanya sedikit.

Bentuk darl ketentuan ayat 1ini
leblh lanjut akandiatur ; dan
dltetapkan oleh Bupatil Kepala
Daerah. s

Cukup Jelas.




